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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dan dasar pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun secara 

normatif itsbat nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam praktiknya permohonan ini seringkali diajukan oleh 

pasangan yang melakukan nikah siri setelah tahun 1974. Fenomena ini memicu perdebatan 

mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara, terutama bagi istri dan 

anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis normatif dengan pendekatan studi yurisprudensi. Analisis dilakukan terhadap sejumlah 

penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membedah konsistensi hakim 

dalam menerapkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama penelitian ini adalah 

melihat bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika dihadapkan pada 

benturan antara syarat administratif pencatatan perkawinan dengan prinsip kemaslahatan umat 

serta perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme 

kecenderungan dalam yurisprudensi Pengadilan Agama. Di satu sisi, hakim bersikap restriktif 

dengan menolak itsbat nikah yang melanggar ketentuan prosedur untuk mencegah maraknya 

poligami terselubung. Di sisi lain, terdapat kecenderungan progresif yang mengabulkan 

permohonan demi menjamin legalitas status anak dan pemenuhan hak kewarisan. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penguatan yurisprudensi sangat diperlukan untuk menciptakan standarisasi 

parameter "alasan sah" dalam itsbat nikah guna menghindari penyelundupan hukum sekaligus 

tetap memberikan keadilan substantif. 

 

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Yurisprudensi, Pengadilan Agama, Kepastian Hukum. 
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PENDAHULUAN 

 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Di Indonesia, legalitas perkawinan tidak hanya bersandar pada aspek pemenuhan 

rukun dan syarat secara agama, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang mengamanatkan adanya pencatatan resmi oleh negara. 

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak 

yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya akta nikah, status hukum suami, istri, dan anak-anak 

menjadi jelas di mata negara (1). Namun, dalam realitas sosiologis di Indonesia, masih banyak 

pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, yang meskipun 

dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak tercatat 

di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Ketidaktercatatan perkawinan ini menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, terutama 

ketika salah satu pihak membutuhkan dokumen legal untuk keperluan administratif seperti akta 

kelahiran anak, pengurusan waris, hingga pembagian harta bersama (2). Untuk mengatasi 

kebuntuan hukum tersebut, negara menyediakan mekanisme hukum melalui jalur Pengadilan 

Agama yang dikenal dengan istilah itsbat nikah atau pengesahan nikah. 

Itsbat nikah secara normatif diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Ketentuan tersebut secara limitatif menjelaskan bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan untuk 

beberapa alasan tertentu, salah satunya adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU 

No. 1 Tahun 1974. Namun, seiring dinamika zaman, permohonan itsbat nikah justru didominasi 

oleh pasangan yang menikah siri jauh setelah undang-undang tersebut diberlakukan. 

Fenomena maraknya permohonan itsbat nikah bagi pelaku nikah siri kontemporer 

menciptakan dilema bagi para hakim di Pengadilan Agama (3). Di satu sisi, hakim harus 

menegakkan hukum positif yang mengharuskan pencatatan, namun di sisi lain, hakim juga 

memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak-hak perdata warga negara yang 

terlanjur berada dalam ikatan perkawinan tidak tercatat. 

Penerimaan atau penolakan permohonan itsbat nikah dalam praktik peradilan seringkali 

menunjukkan keberagaman interpretasi. Sebagian hakim cenderung kaku (legal-positivistik) 

dengan menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 7 KHI, sementara 

sebagian lainnya cenderung progresif demi kemaslahatan dan perlindungan anak. Keberagaman 

inilah yang kemudian membentuk pola-pola yurisprudensi di lingkungan peradilan agama. 

Yurisprudensi memegang peranan krusial dalam mengisi kekosongan hukum atau 

memberikan arah tafsir terhadap aturan yang multitafsir (4). Dalam konteks itsbat nikah, 

yurisprudensi menjadi cermin bagaimana Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya 

memandang keabsahan suatu perkawinan siri yang dimintakan legalisasinya. Studi terhadap 

putusan-putusan ini menjadi penting untuk memetakan konsistensi hukum. 

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika itsbat nikah digunakan sebagai pintu masuk 

untuk melegalkan poligami tanpa izin pengadilan. Praktik ini sering disebut sebagai 

"penyelundupan hukum", di mana pasangan melakukan nikah siri kedua atau ketiga, lalu di 
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kemudian hari mengajukan itsbat nikah agar istri kedua mendapatkan status hukum. Hal ini jelas 

mencederai semangat UU Perkawinan yang menganut asas monogami terbuka. 

Selain itu, aspek perlindungan anak menjadi alasan yang paling sering digunakan dalam 

permohonan itsbat nikah. Tanpa adanya pengesahan nikah orang tuanya, seorang anak hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 

43 UU No. 1 Tahun 1974 (sebelum adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) (5). Meskipun 

Putusan MK telah memperluas hak anak, akta nikah orang tua tetap menjadi dokumen primer yang 

paling efektif secara administratif. 

Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering kali berada di persimpangan jalan antara 

kepastian hukum (certainty) dan keadilan substantif (justice) (6). Jika semua permohonan itsbat 

nikah dikabulkan secara mudah, maka dikhawatirkan masyarakat akan semakin meremehkan 

pentingnya pencatatan perkawinan secara formal di KUA sejak awal pernikahan. 

Namun, jika permohonan ditolak secara mutlak, maka akan terjadi penumpukan "warga 

negara gelap" yang tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, pendidikan, dan layanan publik 

lainnya karena ketiadaan dokumen kependudukan yang sah. Inilah yang menjadi tantangan bagi 

hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui pertimbangan-pertimbangan 

yurisprudensi yang matang. 

Penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana yurisprudensi di Indonesia memandang 

batas-batas keabsahan itsbat nikah tersebut. Apakah hakim lebih mengutamakan prosedur 

administratif, ataukah lebih mengedepankan aspek perlindungan hak asasi manusia yang bersifat 

universal (7). Pergeseran paradigma dari legalistik menuju keadilan substantif ini perlu dikaji 

secara mendalam melalui analisis putusan. 

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum 

keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait kedudukan itsbat nikah dalam tata hukum nasional. 

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi praktisi hukum mengenai 

kecenderungan hakim dalam memutus perkara serupa sehingga tercipta prediktabilitas hukum. 

Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini akan membedah berbagai pertimbangan 

hukum hakim dalam perkara itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis diarahkan 

pada sejauh mana hakim konsisten terhadap KHI dan bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung 

memberikan panduan dalam menghadapi kasus-kasus yang bersifat eksepsional. 

Sebagai penutup bagian pendahuluan ini, penting untuk ditegaskan bahwa itsbat nikah 

bukan sekadar prosedur formalitas, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki dampak 

sosial-yuridis yang luas. Memahami keabsahannya melalui kacamata yurisprudensi adalah 

langkah krusial untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa 

harus mengabaikan ketertiban hukum nasional. 

 

METODE  

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang 

difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma dalam hukum positif (8). Pendekatan utama yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach) melalui studi yurisprudensi. Penggunaan metode ini bertujuan untuk membedah 
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bagaimana norma hukum mengenai itsbat nikah diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim 

dalam berbagai tingkatan peradilan agama di Indonesia. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sejumlah salinan putusan 

dan penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara itu, 

bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan topik keabsahan perkawinan tidak tercatat. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran pustaka 

(library research). Peneliti menelusuri putusan-putusan pengadilan melalui Direktori Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengidentifikasi pola-pola pertimbangan hakim 

terkait permohonan itsbat nikah. Pemilihan sampel putusan dilakukan secara bertujuan (purposive 

sampling) dengan kriteria putusan yang mengandung pertimbangan hukum progresif maupun 

restriktif terhadap praktik nikah siri kontemporer. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data hukum 

yang telah terkumpul diolah dengan cara mereduksi, menyajikan, dan memverifikasi kesesuaian 

antara fakta hukum dalam persidangan dengan teori-teori hukum yang ada. Peneliti melakukan 

sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk melihat sejauh mana putusan hakim selaras dengan 

hierarki peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. 

Tahap akhir dari metode penelitian ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan logika 

berpikir deduktif. Peneliti menarik kesimpulan khusus mengenai keabsahan itsbat nikah dalam 

praktik peradilan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Melalui langkah ini, diharapkan 

penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan yurisprudensi sebagai 

instrumen pengisi kekosongan hukum sekaligus penjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang 

mengajukan pengesahan nikah. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik itsbat nikah di Pengadilan Agama telah 

mengalami perluasan fungsi dari sekadar instrumen transisional menjadi solusi administratif atas 

fenomena nikah siri yang masif. Secara normatif, Pasal 7 KHI membatasi itsbat nikah untuk 

pernikahan sebelum tahun 1974 atau karena hilangnya akta nikah. Namun, temuan di lapangan 

melalui analisis putusan menunjukkan bahwa hakim sering kali mengesampingkan batasan waktu 

tersebut demi memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama istri dan anak, yang 

terjebak dalam perkawinan tidak tercatat. 

Dalam berbagai yurisprudensi, ditemukan bahwa dasar pertimbangan hakim yang paling 

dominan adalah pemenuhan hak-hak sipil anak. Hakim cenderung mengabulkan permohonan 

itsbat nikah meskipun pernikahan dilakukan baru-baru ini secara siri, dengan argumen bahwa 

ketiadaan pengesahan akan menghalangi anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang 

mencantumkan nama ayah. Di sini, hakim mempraktikkan paradigma perlindungan anak sebagai 

azas tertinggi (the best interest of the child) yang mengalahkan ketegasan aturan administratif 

pencatatan perkawinan. 
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Namun, penelitian ini juga menemukan adanya batasan ketat yang diterapkan hakim untuk 

mencegah penyalahgunaan itsbat nikah sebagai cara melegalkan poligami tanpa izin. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menunjukkan bahwa jika sebuah permohonan 

itsbat nikah diajukan oleh suami yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain tanpa 

adanya izin poligami dari pengadilan sebelumnya, maka permohonan tersebut harus ditolak. Hal 

ini dilakukan untuk menjaga muruah undang-undang dan mencegah terjadinya pengabaian 

terhadap hak-hak istri pertama. 

Analisis terhadap berbagai penetapan pengadilan menunjukkan adanya proses 

rechtsvinding (penemuan hukum) yang dilakukan hakim melalui metode interpretasi teologis. 

Hakim tidak hanya melihat teks undang-undang secara kaku, tetapi melihat tujuan hukum itu 

sendiri, yaitu mencapai kemaslahatan (al-maslahah). Dalam konteks ini, keabsahan itsbat nikah 

tidak lagi hanya dinilai dari sudut pandang formalistik Pasal 7 KHI, melainkan dari sejauh mana 

pengesahan tersebut dapat menghindarkan kemudaratan bagi keluarga yang bersangkutan. 

Terkait aspek pembuktian, hasil penelitian mendapati bahwa hakim sangat selektif dalam 

menilai kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam sidang itsbat nikah. Keabsahan pernikahan 

siri harus dibuktikan dengan terpenuhinya rukun nikah menurut syariat Islam secara kumulatif. 

Jika dalam persidangan ditemukan adanya rukun yang cacat, seperti ketiadaan wali nikah yang sah 

atau saksi yang tidak kompeten, maka hakim tidak ragu untuk menolak permohonan tersebut guna 

menghindari legalisasi pernikahan yang fasid (rusak). 

Selain itu, terdapat pola yurisprudensi yang menarik terkait itsbat nikah bagi pasangan 

yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia (itsbat nikah kontradiktur). Hakim biasanya 

mengabulkan permohonan ini jika berkaitan dengan kepentingan penetapan ahli waris. Dalam hal 

ini, itsbat nikah berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk memastikan bahwa harta peninggalan 

dapat dibagikan secara adil sesuai dengan hukum kewarisan Islam kepada ahli waris yang sah 

secara de jure. 

Penelitian ini juga menyoroti peran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam 

menyeragamkan praktik itsbat nikah di tingkat bawah. SEMA seringkali menjadi kompas bagi 

hakim untuk menentukan mana permohonan yang bersifat voluntaire (permohonan satu pihak) dan 

mana yang harus diajukan secara contentious (gugatan). Keseragaman ini penting untuk 

menghindari adanya disparitas putusan yang terlalu tajam antara satu Pengadilan Agama dengan 

Pengadilan Agama lainnya dalam menangani kasus serupa. 

Dilihat dari perspektif kepastian hukum, praktik itsbat nikah yang terlalu "longgar" di satu 

sisi dikhawatirkan dapat melemahkan efektivitas lembaga pencatatan di KUA. Jika masyarakat 

merasa bahwa nikah siri dapat dilegalkan kapan saja melalui pengadilan, maka motivasi untuk 

mencatatkan perkawinan secara langsung pada saat akad akan menurun. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini mencatat bahwa hakim mulai menyisipkan nasihat-nasihat hukum dalam 

pertimbangannya agar pemohon tidak mengulangi kelalaian administratif di masa depan. 

Secara sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah di Pengadilan Agama 

telah menjadi katup penyelamat (safety valve) bagi ketegangan antara hukum agama dan hukum 

negara. Yurisprudensi yang berkembang menunjukkan bahwa pengadilan berusaha menjembatani 

kesenjangan tersebut dengan tetap menghormati keabsahan agama selama tidak bertabrakan 

dengan prinsip ketertiban umum dan perlindungan kaum lemah (perempuan dan anak). 
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Sebagai simpulan dari hasil penelitian, keabsahan itsbat nikah dalam praktik peradilan 

agama saat ini sangat bergantung pada pertimbangan kemaslahatan substantif yang terukur. 

Yurisprudensi menunjukkan pergeseran dari formalisme menuju keadilan distributif, di mana 

legalitas sebuah perkawinan siri diakui oleh negara melalui penetapan hakim asalkan memenuhi 

syarat syar'i dan tidak digunakan untuk maksud penyelundupan hukum atau poligami liar. 

Berikut adalah draf bagian Pembahasan Hasil Penelitian yang disusun dalam 15 paragraf 

untuk memberikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian: 

Pembahasan 

Analisis terhadap praktik itsbat nikah di Pengadilan Agama mengungkap adanya dialektika 

yang dinamis antara kepastian hukum formil dan keadilan materiil. Secara teoretis, kebijakan 

itsbat nikah merupakan pengecualian (exception) yang seharusnya diberlakukan secara ketat. 

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim sering kali melakukan perluasan makna 

terhadap Pasal 7 KHI. Hal ini dilakukan untuk merespons realitas sosiologis di mana pernikahan 

tidak tercatat masih menjadi praktik umum di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik karena 

faktor ekonomi, edukasi, maupun kendala geografis. 

Perluasan makna ini terlihat jelas dalam pertimbangan hakim yang mengedepankan aspek 

perlindungan hak asasi manusia. Ketika seorang hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah 

bagi pasangan yang menikah siri setelah tahun 1974, hakim tersebut sebenarnya sedang melakukan 

penemuan hukum (rechtsvinding). Hakim tidak lagi sekadar menjadi "mulut undang-undang" (la 

bouche de la loi), melainkan bertindak sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk 

memberikan status legal kepada subjek hukum yang selama ini terpinggirkan secara administratif. 

Ditinjau dari perspektif yurisprudensi, terdapat konsistensi yang kuat dalam perlindungan 

terhadap kedudukan anak. Putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa alasan 

"kepentingan terbaik bagi anak" hampir selalu menjadi pertimbangan utama (ratio decidendi) (9). 

Dengan dikabulkannya itsbat nikah, anak yang lahir dari pernikahan siri mendapatkan pengakuan 

hukum yang utuh, yang berimplikasi pada kemudahan akses pendidikan dan layanan kesehatan. 

Hal ini selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang 

memperkuat hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. 

Namun, pembahasan ini juga menemukan adanya batasan etis dan yuridis yang dipelihara 

oleh hakim melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Hakim sangat berhati-hati agar itsbat 

nikah tidak dijadikan sarana untuk melegalkan praktik poligami yang tidak sesuai prosedur. Dalam 

banyak kasus, permohonan ditolak jika terbukti ada unsur "penyelundupan hukum", seperti suami 

yang menyembunyikan status perkawinan pertamanya. Ketegasan ini penting untuk memastikan 

bahwa institusi peradilan tidak menjadi alat untuk melanggar hak-hak istri sah dalam perkawinan 

monogami. 

Aspek pembuktian dalam sidang itsbat nikah juga menjadi poin krusial dalam pembahasan 

ini. Hakim dituntut untuk memiliki ketelitian tinggi dalam memverifikasi rukun nikah. Kehadiran 

saksi-saksi yang mengetahui langsung saat akad nikah siri berlangsung menjadi kunci utama (10). 

Yurisprudensi menunjukkan bahwa jika terdapat keraguan mengenai keabsahan wali nikah atau 

adanya mahar yang tidak jelas, hakim cenderung memberikan putusan niet ontvankelijke verklaard 

(permohonan tidak dapat diterima) atau menolaknya demi menghindari legalitas pernikahan yang 

menyimpang dari syariat. 
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Menarik untuk dicermati bahwa itsbat nikah juga berfungsi sebagai instrumen 

penyelesaian sengketa kewarisan. Dalam praktik peradilan, sering kali ahli waris mengajukan 

itsbat nikah bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia agar proses pembagian harta waris 

dapat memiliki landasan hukum yang kuat (11). Di sini, pengadilan berperan memastikan bahwa 

distribusi aset dilakukan berdasarkan status kekeluargaan yang sah di mata negara, sehingga 

mencegah konflik horizontal antar-ahli waris di kemudian hari. 

Secara teoretis, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma positivisme 

hukum menuju hukum progresif. Hakim tidak lagi terjebak dalam teks Pasal 7 KHI yang limitatif, 

melainkan melihat kemaslahatan (al-maslahah) sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum. Jika 

penolakan itsbat nikah akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi istri dan anak-anak, 

maka hakim memilih jalan untuk memberikan pengesahan sebagai solusi paling adil. 

Kendati demikian, fleksibilitas dalam yurisprudensi ini memunculkan kekhawatiran 

mengenai degradasi kesadaran hukum masyarakat (12). Jika jalur pengadilan dianggap terlalu 

mudah dan murah untuk melegalkan nikah siri, maka fungsi KUA sebagai lembaga pencatatan 

primer dapat tergerus. Pembahasan ini menilai perlunya keseimbangan antara pemberian akses 

keadilan dengan edukasi publik. Pengadilan Agama harus tetap menekankan bahwa itsbat nikah 

adalah jalan terakhir (ultimum remedium), bukan jalan pintas untuk menghindari kewajiban 

administratif. 

Dalam konteks harmonisasi hukum, yurisprudensi itsbat nikah mencerminkan upaya 

integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hakim berusaha membuktikan bahwa hukum 

Islam bersifat fleksibel dan mampu menjawab tantangan administratif negara modern. Dengan 

mengakui keabsahan pernikahan siri melalui penetapan pengadilan, negara sebenarnya sedang 

mengakomodasi hukum agama ke dalam sistem administrasi kependudukan tanpa merusak tatanan 

hukum yang ada. 

Analisis terhadap SEMA dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait juga 

menunjukkan adanya upaya standardisasi prosedur (13). Hal ini sangat penting untuk 

meminimalisir disparitas putusan. Peneliti menemukan bahwa adanya panduan teknis dari 

Mahkamah Agung membantu hakim-hakim di daerah dalam menangani kasus-kasus pelik, seperti 

permohonan itsbat nikah dari pasangan yang salah satunya non-Muslim (nikah beda agama) yang 

secara konsisten ditolak sesuai dengan prinsip hukum Islam di Indonesia. 

Selain itu, pembahasan ini menyoroti pentingnya integrasi data antara Pengadilan Agama 

dan Disdukcapil. Setelah putusan itsbat nikah dikeluarkan, perubahan status perkawinan dan 

identitas anak harus segera tercermin dalam database kependudukan (14). Efektivitas 

yurisprudensi tidak hanya berhenti pada ketukan palu hakim, tetapi pada sejauh mana putusan 

tersebut dapat dieksekusi secara administratif untuk mengubah nasib perdata para pemohon. 

Dari sisi keadilan gender, itsbat nikah sering kali menjadi "benteng" terakhir bagi 

perempuan untuk menuntut hak-haknya. Banyak istri siri yang ditinggalkan atau diceraikan secara 

sepihak tanpa mendapatkan nafkah atau hak asuh anak. Melalui mekanisme pengesahan nikah ini, 

perempuan tersebut dapat menggugat nafkah iddah, mut'ah, hingga pembagian harta bersama yang 

sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena ketiadaan bukti legal pernikahan. 

Ditinjau dari sosiologi hukum, keberadaan yurisprudensi itsbat nikah menunjukkan bahwa 

hukum positif tidak boleh buta terhadap praktik yang hidup di tengah masyarakat (living law) (15). 

Meskipun negara secara tegas melarang nikah siri lewat sanksi administratif, pengadilan tetap 
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harus menyediakan ruang bagi mereka yang telanjur melakukannya agar tidak terjadi pemiskinan 

struktural akibat ketiadaan akses dokumen kependudukan. 

Namun, penguatan yurisprudensi ini tetap harus disertai dengan pengawasan yang ketat. 

Peneliti berpendapat bahwa setiap penetapan itsbat nikah harus didasarkan pada pemeriksaan fakta 

yang mendalam untuk menghindari praktik "pinjam nama" atau pemalsuan identitas yang kerap 

terjadi dalam kasus-kasus sengketa lahan atau klaim asuransi. Integritas hakim dalam memutus 

perkara itsbat nikah menjadi pertaruhan bagi wibawa lembaga peradilan. 

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, keabsahan itsbat nikah dalam praktik Pengadilan 

Agama saat ini merupakan perwujudan dari keadilan yang bersifat solutif dan manusiawi. 

Yurisprudensi telah berhasil mentransformasi aturan yang kaku menjadi instrumen hukum yang 

mampu melindungi hak-hak dasar warga negara, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar 

tidak terjadi penyelundupan hukum yang merugikan tatanan perkawinan nasional. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan itsbat 

nikah dalam praktik di Pengadilan Agama telah mengalami pergeseran paradigma dari sekadar 

pemenuhan syarat administratif formal menuju penegakan keadilan substantif. Meskipun secara 

normatif Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membatasi alasan pengajuan itsbat nikah, hakim melalui 

yurisprudensi secara konsisten melakukan penemuan hukum untuk mengakomodasi permohonan 

yang diajukan demi perlindungan hak-hak perdata, terutama bagi istri dan anak yang lahir dari 

perkawinan tidak tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan agama berperan aktif 

sebagai katup penyelamat dalam menjembatani kesenjangan antara hukum agama yang mengakui 

keabsahan nikah siri dan hukum negara yang mewajibkan pencatatan. 

Praktik yurisprudensi juga menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang ketat untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum. Hakim bersikap selektif dengan menolak 

permohonan itsbat nikah yang terindikasi sebagai upaya penyelundupan hukum, seperti legalisasi 

poligami tanpa izin pengadilan atau pernikahan yang cacat rukun syar'inya. Dengan demikian, 

itsbat nikah dalam praktik peradilan bukan berfungsi sebagai pembenaran atas kelalaian 

masyarakat dalam mencatatkan perkawinan, melainkan sebagai instrumen hukum darurat yang 

diberikan berdasarkan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) dan perlindungan terhadap kaum yang 

lemah secara hukum. 

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan standarisasi yurisprudensi agar tidak terjadi 

disparitas putusan yang tajam antarwilayah pengadilan. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu 

terus mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan di KUA untuk meminimalisir 

ketergantungan masyarakat pada jalur itsbat nikah di masa depan. Integrasi yang lebih kuat antara 

putusan pengadilan dengan sistem administrasi kependudukan juga menjadi kunci utama agar 

manfaat yuridis dari pengesahan nikah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk 

kepastian status hukum dan akses terhadap layanan publik yang setara. 

Berikut adalah daftar pustaka yang terdiri dari 15 jurnal ilmiah terkait topik Itsbat Nikah 

dan Praktik Pengadilan Agama. Referensi ini disusun menggunakan format APA style dan 

dilengkapi dengan link DOI (atau simulasi format DOI yang umum ditemukan pada jurnal hukum 

di Indonesia): 
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